	[bookmark: _Hlk242106053][image: LogoSTAI]
	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG
TERAKREDITASI “B”
SK.BAN-PTNomor : 065/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/II/2026. Tanggal 23 Februari 2026
Alamat:Kp. Kaliulu No.18 Rt.03/01, Ds. Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530
No. Telp. Admin : 0811-1186-6653, e-mail: staihas958@gmail.com



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (SOP)
PENYUSUNAN RKAT
STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI
Dokumen SPMI Bidang Nonakademik - Keuangan
Draf untuk Penetapan dan Pengesahan Institusi

	Identitas Dokumen
	Keterangan

	Kode Dokumen
	SPMI/KEU/SOP/03

	Nama SOP
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

	Dokumen Induk
	Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Standar Pengelolaan Keuangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

	Unit Pengelola
	BAUK / Bagian Keuangan

	Nomor SK Penetapan
	........................................................

	Tanggal Penetapan
	........................................................

	Tanggal Berlaku
	........................................................

	Revisi
	00

	Status
	Draf untuk ditetapkan sesuai kewenangan institusi



Catatan Status Dokumen
SOP ini disusun sebagai draf prosedur operasional untuk memperkuat tata kelola penyusunan RKAT STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. SOP ini berlaku setelah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai Statuta, kebijakan institusi, dan ketentuan Yayasan.
LEMBAR PENGESAHAN
	Jabatan
	Nama
	Tanda Tangan
	Tanggal

	Disusun oleh: Ka BAUK
	Dr. Titi Hendrawati
	
	

	Diperiksa oleh: Ketua LPM
	................................
	
	

	Disetujui oleh: Ketua STAI Haji Agus Salim
	................................
	
	

	Diketahui/Disahkan oleh Yayasan (jika dipersyaratkan Statuta)
	................................
	
	



1. Tujuan
SOP ini bertujuan mengatur proses penyusunan RKAT agar dilakukan secara tertib, terukur, transparan, realistis, berbasis data, selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ruang Lingkup
SOP ini mencakup seluruh tahapan penyusunan RKAT, meliputi:
A. Penetapan jadwal penyusunan rkat;
B. Penyampaian pedoman dan pagu indikatif apabila tersedia;
C. Pengajuan rencana program dan anggaran oleh program studi dan unit kerja;
D. Verifikasi administratif dan keuangan oleh bauk;
E. Penelaahan kesesuaian program dengan renstra dan renop;
F. Pembahasan dan konsolidasi usulan;
G. Penyusunan draf rkat institusi;
H. Persetujuan dan pengesahan sesuai kewenangan;
I. Distribusi dokumen rkat yang telah ditetapkan;
J. Monitoring realisasi dan perubahan anggaran apabila diperlukan; serta
K. Pengarsipan seluruh dokumen penyusunan RKAT.
3. Definisi
	Istilah
	Definisi

	RKAT
	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator atau keluaran, anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab untuk satu periode anggaran.

	Renstra
	Rencana Strategis institusi yang memuat arah pengembangan jangka menengah.

	Renop
	Rencana Operasional yang menjabarkan sasaran dan program Renstra ke dalam kegiatan operasional.

	Unit Pengusul
	Program studi, unit kerja, lembaga, bagian, atau unsur lain yang mengajukan program dan kebutuhan anggaran.

	Pagu Indikatif
	Batas sementara anggaran yang digunakan sebagai acuan awal penyusunan usulan, apabila ditetapkan oleh institusi.

	Realisasi Anggaran
	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.



4. Dasar dan Dokumen Acuan
A. Statuta STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi;
B. Rencana Strategis yang berlaku;
C. Rencana Operasional yang berlaku;
D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan;
E. Standar Pengelolaan Keuangan;
F. laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan periode sebelumnya;
G. data mahasiswa dan proyeksi penerimaan;
H. program kerja program studi dan unit kerja;
I. ketentuan Yayasan yang berkaitan dengan anggaran, apabila relevan; dan
J. ketentuan internal lain yang berlaku.
5. Pihak yang Terlibat
	Pihak/Unit
	Peran

	Ketua STAI
	Memberikan arah prioritas, menyetujui draf akhir, dan menetapkan atau mengajukan pengesahan sesuai kewenangan.

	Ka BAUK
	Mengoordinasikan seluruh proses penyusunan RKAT, melakukan konsolidasi anggaran, mengendalikan jadwal, dan menyiapkan draf final.

	Bagian Keuangan/Bendahara
	Menyiapkan data historis penerimaan, pengeluaran, saldo, proyeksi kas, serta membantu verifikasi angka.

	LPM
	Menelaah keterkaitan program dengan standar mutu dan kebutuhan peningkatan mutu.

	Program Studi/Unit Kerja
	Menyusun usulan kegiatan, indikator, target, kebutuhan biaya, waktu, dan bukti dasar perencanaan.

	Yayasan
	Memberikan persetujuan atau pengesahan sesuai kewenangan yang diatur dalam Statuta atau ketentuan Yayasan.



6. Prasyarat Penyusunan RKAT
Sebelum proses penyusunan dimulai, sekurang-kurangnya tersedia:
A. Renstra dan Renop yang berlaku;
B. data realisasi anggaran periode sebelumnya;
C. data jumlah mahasiswa dan tren penerimaan;
D. informasi tarif pendidikan yang berlaku;
E. daftar kewajiban, tunggakan, atau kebutuhan pembayaran yang relevan;
F. rencana program dari unit kerja;
G. perkiraan sumber penerimaan lain yang sah; dan
H. informasi kebutuhan prioritas institusi, termasuk mutu, sarana prasarana, SDM, TIK, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian, dan akreditasi.
7. Prosedur Penyusunan RKAT
	No.
	Tahap
	Uraian Kegiatan
	Penanggung Jawab
	Bukti/Output

	1
	Penetapan jadwal
	Ka BAUK menyusun dan menyampaikan jadwal penyusunan RKAT kepada seluruh unit.
	Ka BAUK
	Jadwal dan surat/edaran penyusunan RKAT

	2
	Penyediaan data awal
	Bagian keuangan menyiapkan data realisasi tahun sebelumnya, saldo, tren penerimaan, tunggakan, dan data pendukung lain.
	Bagian Keuangan
	Laporan realisasi, laporan keuangan, rekap penerimaan

	3
	Penetapan arah prioritas
	Pimpinan menetapkan prioritas program dengan mengacu pada Renstra, Renop, hasil evaluasi, kebutuhan mutu, dan kemampuan keuangan.
	Ketua STAI/Ka BAUK
	Notulen/arahan pimpinan

	4
	Penyampaian format usulan
	Ka BAUK mendistribusikan format usulan program dan anggaran kepada unit kerja.
	Ka BAUK
	Formulir usulan RKAT

	5
	Penyusunan usulan unit
	Unit mengisi program, kegiatan, sasaran, indikator, target, anggaran, sumber dana, jadwal, PIC, dan dasar kebutuhan.
	Unit/Prodi
	Formulir usulan lengkap

	6
	Verifikasi administratif
	Ka BAUK memeriksa kelengkapan, kewajaran komponen, kesesuaian format, dan ketersediaan bukti dasar.
	Ka BAUK
	Lembar verifikasi

	7
	Verifikasi keuangan
	Bagian keuangan memeriksa kewajaran nominal, kemampuan kas, pola realisasi sebelumnya, dan potensi penerimaan.
	Bagian Keuangan
	Catatan verifikasi keuangan

	8
	Telaah mutu dan strategi
	LPM dan pimpinan menelaah keselarasan usulan dengan Renstra, Renop, standar mutu, dan prioritas institusi.
	LPM/Pimpinan
	Catatan telaah

	9
	Pembahasan dan konsolidasi
	Usulan dibahas bersama untuk menetapkan prioritas, melakukan efisiensi, menunda, menolak, atau menyetujui program.
	Pimpinan/Ka BAUK/Unit
	Berita acara/notulen pembahasan

	10
	Penyusunan draf RKAT
	Ka BAUK menggabungkan seluruh usulan yang telah disetujui ke dalam draf RKAT institusi.
	Ka BAUK
	Draf RKAT

	11
	Uji keseimbangan dan risiko
	Ka BAUK dan bagian keuangan membandingkan proyeksi penerimaan dengan belanja, menilai kebutuhan kas, dan mengidentifikasi risiko defisit.
	Ka BAUK/Keuangan
	Analisis proyeksi dan risiko

	12
	Finalisasi
	Draf RKAT disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi akhir.
	Ka BAUK/Pimpinan
	RKAT final

	13
	Persetujuan dan pengesahan
	RKAT memperoleh persetujuan dan pengesahan sesuai tata kelola institusi.
	Ketua/Yayasan sesuai kewenangan
	Lembar pengesahan/SK

	14
	Distribusi
	RKAT yang telah disahkan didistribusikan kepada unit terkait sesuai kebutuhan dan tingkat akses.
	Ka BAUK
	Daftar distribusi

	15
	Pengarsipan
	Seluruh usulan, hasil verifikasi, berita acara, RKAT final, dan bukti pengesahan diarsipkan secara fisik dan/atau digital.
	Ka BAUK
	Register arsip



8. Ketentuan Isi Minimum RKAT
RKAT sekurang-kurangnya memuat:
A. Identitas periode anggaran;
B. Program dan kegiatan;
C. Keterkaitan dengan sasaran strategis atau operasional;
D. Sasaran dan indikator atau keluaran kegiatan;
E. Target kegiatan;
F. Rencana penerimaan berdasarkan sumber dana;
G. Rencana belanja berdasarkan kelompok atau program;
H. Nominal anggaran;
I. Sumber dana;
J. Waktu pelaksanaan;
K. Penanggung jawab;
L. Kolom realisasi atau mekanisme pemantauan;
M. Catatan risiko atau kebutuhan khusus apabila relevan; dan
N. Lembar persetujuan atau pengesahan.
9. Ketentuan Penyusunan Proyeksi Penerimaan
• Proyeksi penerimaan harus menggunakan data dan asumsi yang dapat dijelaskan.
• Data mahasiswa per angkatan, mahasiswa aktif, tren pembayaran, tarif pendidikan, tunggakan, dukungan Yayasan, hibah, kerja sama, serta sumber sah lain dapat digunakan sesuai ketersediaan data.
• Saldo awal tidak dicampurkan sebagai penerimaan operasional tahun berjalan, tetapi ditampilkan secara terpisah.
• Asumsi yang belum pasti harus diberi keterangan sebagai proyeksi atau estimasi.
• Apabila terdapat penurunan jumlah mahasiswa atau penerimaan, penyusunan belanja harus menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dan berbasis prioritas.
10. Ketentuan Penyusunan Belanja
• Belanja disusun berdasarkan kebutuhan program dan kemampuan keuangan institusi.
• Prioritas belanja diberikan pada kegiatan yang mendukung pembelajaran, SDM, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sarana prasarana, TIK, penjaminan mutu, tata kelola, dan kewajiban institusi.
• Setiap usulan harus disertai dasar kebutuhan dan perhitungan biaya yang wajar.
• Belanja yang belum memiliki dasar program, PIC, atau keluaran yang jelas dapat dikembalikan untuk diperbaiki.
• Rencana anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan cadangan atau ruang fiskal sesuai kemampuan institusi.
11. Kriteria Verifikasi Usulan
	Aspek Verifikasi
	Pertanyaan Verifikasi

	Kesesuaian Strategis
	Apakah kegiatan mendukung Renstra, Renop, dan prioritas institusi?

	Kebutuhan
	Apakah kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas?

	Indikator
	Apakah keluaran dan target dapat diukur?

	Kewajaran Biaya
	Apakah nominal dan komponen biaya wajar dan dapat dijelaskan?

	Sumber Dana
	Apakah sumber pendanaan realistis dan tersedia?

	Kemampuan Kas
	Apakah jadwal pelaksanaan sesuai kemampuan arus kas?

	Akuntabilitas
	Apakah dokumen bukti dan mekanisme pertanggungjawaban dapat disiapkan?

	Risiko
	Apakah terdapat risiko keuangan, operasional, atau kepatuhan yang perlu dimitigasi?



12. Jadwal Penyusunan yang Disarankan
Jadwal berikut merupakan contoh jadwal internal dan dapat disesuaikan dengan kalender akademik, tata kelola Yayasan, serta periode anggaran STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
	Tahap
	Waktu yang Disarankan

	Penyampaian jadwal dan format usulan
	8-10 minggu sebelum periode anggaran dimulai

	Penyusunan usulan unit
	6-8 minggu sebelum periode anggaran dimulai

	Verifikasi dan pembahasan
	4-6 minggu sebelum periode anggaran dimulai

	Konsolidasi dan finalisasi
	2-4 minggu sebelum periode anggaran dimulai

	Persetujuan/pengesahan
	Sebelum atau pada awal periode anggaran

	Distribusi dan pengarsipan
	Segera setelah pengesahan



13. Perubahan RKAT
Perubahan RKAT dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang signifikan, antara lain:
• perubahan penerimaan yang material;
• kebutuhan mendesak yang belum direncanakan;
• perubahan kebijakan atau prioritas institusi;
• kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau harus dijadwalkan ulang;
• perubahan harga atau kebutuhan pengadaan yang signifikan; atau
• hasil evaluasi dan mitigasi risiko yang memerlukan penyesuaian anggaran.
Setiap perubahan harus didokumentasikan, disertai alasan, dampak keuangan, sumber pendanaan, dan persetujuan sesuai kewenangan. Dokumen perubahan disimpan bersama RKAT awal untuk menjaga keterlacakan.
14. Monitoring dan Evaluasi
• Realisasi RKAT dipantau secara berkala, sekurang-kurangnya setiap triwulan atau sesuai kebutuhan institusi.
• Pemantauan membandingkan rencana dengan realisasi penerimaan, belanja, keluaran kegiatan, dan saldo.
• Deviasi material harus dijelaskan dan ditindaklanjuti.
• Hasil monitoring menjadi salah satu dasar penyusunan RKAT periode berikutnya.
• LPM dapat menggunakan hasil monitoring dalam evaluasi pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan.
15. Formulir dan Rekaman
	Kode/Format
	Nama Dokumen/Rekaman

	F-RKAT-01
	Formulir Usulan Program dan Anggaran

	F-RKAT-02
	Lembar Verifikasi Usulan RKAT

	F-RKAT-03
	Matriks Konsolidasi RKAT

	F-RKAT-04
	Berita Acara Pembahasan RKAT

	F-RKAT-05
	Lembar Persetujuan/Pengesahan RKAT

	F-RKAT-06
	Formulir Perubahan RKAT

	F-RKAT-07
	Format Monitoring Realisasi RKAT

	F-RKAT-08
	Register Arsip dan Bukti RKAT



16. Indikator Keberhasilan SOP
	Indikator
	Target Internal yang Disarankan

	Ketersediaan RKAT yang disahkan
	100% setiap periode anggaran

	Usulan unit menggunakan format standar
	100%

	Usulan memiliki indikator, target, anggaran, sumber dana, waktu, dan PIC
	100%

	RKAT ditetapkan sebelum atau pada awal periode anggaran
	100%

	Monitoring realisasi dilakukan
	Sekurang-kurangnya setiap triwulan

	Perubahan anggaran terdokumentasi
	100% perubahan material

	Dokumen RKAT dapat ditelusuri
	100% dokumen utama memiliki lokasi arsip yang jelas



17. Penutup
SOP Penyusunan RKAT ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit dalam merencanakan program dan anggaran secara terstruktur, realistis, akuntabel, dan selaras dengan arah pengembangan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Pelaksanaan SOP dievaluasi secara berkala dan diperbaiki berdasarkan hasil monitoring, audit mutu internal, perubahan tata kelola, serta kebutuhan institusi.
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